
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN

DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 4.K/EK.06/DJE/2022

TENTANG

PENETAPAN PRODUSEN DAN IMPORTIR YANG MENDAPATKAN

PERPANJANGAN MASA PEMENUHAN KEWAJIBAN

STANDAR NASIONAL INDONESIA MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN

KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KELIMA
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
249.K/HK.02/MEM.E/2021 tentang Perpanjangan

Masa Pemenuhan Kewajiban Standar Nasional

Indonesia Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin,

dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi menetapkan

produsen atau importir yang mendapatkan
perpanjangan masa pemenuhan kewajiban Standar

Nasional Indonesia Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin

berdasarkan daftar produsen atau importir yang

disampaikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang

telah memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan

penilaian kesesuaian dan melakukan sertifikasi produk

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon

Kristalin;

b. Bahwa Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 3 Januari 2022

telah menyampaikan daftar produsen atau importir

yang telah memiliki perjanjian sertifikasi produk

kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan

dan Konservasi Energi;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan bumf b, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi tentang Penetapan

Produsen dan Importir yang Mendapatkan
Perpanjangan Masa Pemenuhan Kewajiban Standar
Nasional Indonesia Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan penilaian Kesuaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5584);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang

Sistem Standardisasi dan penilaian Kesuaian Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6225);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 244);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 2 tahun 2021 tentang tentang Penerapan

Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

2);
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9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
733);

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 249.K/HK.02/MEM.E/2021 tentang
Perpanjangan Masa Pemenuhan Kewajiban Standar
Nasional Indonesia Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,

TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG

PENETAPAN PRODUSEN DAN IMPORTIR YANG

MENDAPATKAN PERPANJANGAN MASA PEMENUHAN

KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MODUL

FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN.

KESATU Menetapkan produsen dan importir yang mendapatkan
perpanjangan masa pemenuhan kewajiban berupa
pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia terhadap
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA Penetapan daftar produsen dan importir yang mendapatkan
perpanjangan masa pemenuhan kewajiban berupa
pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia terhadap
Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 7 Januari

2022 sampai dengan diterbitkannya Sertifikasi Produk
Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Modul
Fotovoltaik Silikon Kristalin oleh Lembaga Sertifikasi

Produk.

KETIGA Dalam hal penilaian kesesuaian yang telah dilakukan oleh
Lembaga Sertifikasi Produk, Produsen dan Importir tidak
memenuhi kriteria untuk mendapatkan Sertifikasi Produk

Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Modul
Fotolvolatik Silikon Kristalin, maka perpanjangan masa

pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU yang berlaku bagi Produsen dan Importir

yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
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KEEMPAT ; Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 7 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,

TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI,

DADAN KUSDIANA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian

Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan

Elektronika, Kementerian Perindustrian;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Lembaga National Single Window (LNSW);
11. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan;
12. Yang bersangkutan.
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